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ABSTRAK

Pada umumnya bilyet giro digunakan oleh kalangan bisnis atau para pengusaha, karena lalu lintas pembayaran giral tersebut praktis dan efisien juga lebih aman, karena pada bilyet giro menggunakan cara pemindahbukuan dari rekening penerbit kepada rekening penerima bilyet giro. Sehingga penerbitan bilyet giro ini membawa  serta kewajiban bagi penerbit untuk menyediakan dana dalam bentuk rekening giro. Penerbit mempunyai kewajiban untuk memenuhi dana sedikit-sedikitnya sama dengan perikatan dasarnya. Apabila penerbit ternyata tidak mempunyai dana di bank maka bank akan menolak bilyet giro. Sanksi-sanksi terhadap penerbit bilyet giro kosong antara lain; Untuk pelanggaran pertama penerbitan bilyet giro kosong diberikan surat peringatan pertama, agar supaya yang bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro kosong lagi; Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong yang kedua diberikan surat peringatan kedua dengan ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam; Untuk pelanggaran peneribitan bilyet giro kosong yang ketiga kalinya, kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening gironya ditutup.
Upaya yang ditempuh oleh bank bagi penebit bilyet giro kosong : Membina nasabah; Menolak bilyet giro yang dananya tidak cukup; Dengan mengadakan clearing, hal ini untuk menghindari  adanya kekosongan dana di bank

Kata kunci : Bilyet Giro, Bank
ABSTRACT

Giro generally used by businesses or employers, because of the payment traffic demand deposits practical and efficient are also more secure, due on demand deposit accounts  funds transfers from the publisher slips to the recipient’s account. So publishing this giro brings with it an obligation for  the issuer to provide funds in the from of current accounts. Publishers have an obligation to fulfill at least the same or less money with essentially engagement.

If the issuer is not have money bank then the bank will reject giro. Sanctions against the publisher among other giro empty for a first offense is given an empty bank draft issuance of a warning letter first so that the concerned does not issue a bank draft empty again for violation of  publishing a second empty giro given a second warning letter with the threat of closure of the account and the inclusion of his name in the blacklist : for breach publishing giro third empty to customers directly notified by letter that the account is closed giro.

Efforts taken by the issuer bank giro empty: foster customer : giro reject the funds are not enough with a clearing hold, it is to avoid the emptiness of funds in the bank.
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1. PENDAHULUAN


Adalah menjadi suatu kenyataan bahwa, pada zaman sekarang ini di dalam perkembangan lalu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam cara : “ pembayaran dengan mempergunakan alat-alat pembayaran kredit dan alat pembayaran kontan selain dengan mata uang”.1) (Emmy Pangaribuan Simandjuntak, 1982- 1) Semakin lama di dalam masyarakat Indonesia sendiri semakin banyak orang yang mengenal dan mengerti kegunaan alat-alat pembayaran semacam itu. Mereka mempergunakannya baik untuk keperluan perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri.


Dalam dunia perdagangan dan perniagaan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman. Khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya orang tidak mutlak lagi mempergunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.


Praktis artinya dalam setiap trasaksi, para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pempayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja.


Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apa lagi dalam jumlah yang besar, banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain.


Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, dikenal bermacam-macam surat, antara lain surat berharga. Dikatakan sebagai surat berharga, karena berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang atau apa yang disebut dalam surat itu dapat dinilai dengan uang.


Sebagaimana diketahui, bahwa KUHD itu sudah berumur lebih dari seratus tahun. Tentu saja apa yang dialami orang pada zaman sekarang ini dalam lalu lintas surat berharga terdapat hal-hal yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang (KUHD). Untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek sesuai dengan perkembangannya, maka dibuat ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga yang belum diatur dalam KUHD, sebagai peraturan tambahan. Hal ini dapat dilihat terutama dalam praktek perbankan, misalnya mengenai bilyet giro. Dalam penyusunan KUHD nasional yang akan datang, bilyet giro ini hendaknya diatur dalam KUHD.


Walaupun dalam praktek timbul surat berharga yang belum diatur dalam KUHD, tidaklah berarti bahwa ketentuan dalam pasal-pasal mengenai surat berharga dalam KUHD tidak dapat diperlakukan. Surat berharga yang timbul diluar KUHD tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat berharga, sepanjang tidak diatur tersendiri sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat-surat berharga itu.


Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada zaman mutkhir ini menyebabkan orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini masih dirasakan belum cukup hanya dengan menerbitkan surat cek yang dapat diuangankan, karena masih ada kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak kemudian menguangkannya. Karena itu dikalangan para pedagang atau pengusaha mencari jalan guna membatasi pembayaran dengan surat berharga yang dapat diuangakan. Artinya walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga, tidak perlu diuangkan sehingga kemungkinan jatuh ketangan orang yang tidak berhak dapat dibatasi. Dipihak pemerintah juga dapat mengatur sirkulasi uang kartal di dalam masyarakat. Surat berharga yang dimaksud itu ialah bilyet giro. Penggunaan bilyet giro ini dalam lalu lintas pembayaran dengan surat-surat berharga tidak kalah banyaknya jika dibandingkan dengan surat wesel dan surat cek.


Pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem : “booking transfer”2) (Abdul Kadir Muhammad,1989-34), artinya pembayaran dengan jalan pemindahanbukuan dari satu rekening ke rekening yang lain. Dengan demikian peredaran peredaran bilyet giro itu terbatas pada mereka yang mempunyai rekening giro di bank saja. Dibandingkan dengan surat lainnya, bilyet giro ini tidak ditukar dengan uang, karenanya dirasakan lebih aman dari surat berharga biasa, yang telah diatur dalah KUHD.


Biasanya seorang pengusaha mempunyai rekening giro pada beberapa bank, salah satunya bank devisa yaitu : “bank yang dapat membayar dengan uang asing”3) (Purwosutjipto, 1990- 227) Untuk kepentingan nasabahnya, bank menyediakan kecuali buku formulir cek, juga buku formulir bilyet giro. Kedua-duanya adalah alat untuk membayar. 


Cek adalah alat untuk pembayaran tunai, sedangkan bilyet giro adalah alat pembayaran giral, yakni : “melalui pemindahbukuan dana antar bank yang dapat berlaku beberapa waktu setelah tanggal penerbitan”.


Bila dana belum siap pada saat pembayaran terjadi, maka bilyet giro itu ditanggali mundur (postdated). Hal ini dapat menimbulkan salah tafsir. Akhirnya hal ini dapat dicegah dengan pemberian tanggal efektif berlakunya amanat dalam bilyet giro secara tegas, disamping adanya tanggal penerbitan.


Dengan melihat arti pentingnya bilyet giro, maka Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari 1972 memandang perlu untuk membentuk peraturan tentang penggunaan bilyet giro ke dalam suatu peraturan yang mengatur dan memberi petunjuk tentang prosedur penggunaan bilyet giro ke dalam suatu peraturan yang mengatur dan memberi petunjuk  tentang prosedur  penggunaan bilyet giro yaitu SEBI No. 4/670/UPPB/PbB yang mengatur secara khusus tentang bilyet giro.


Adapun landasan pengaturan yang memberi wewenang kepada  Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tercantum dalam pasal 7  ayat 2 UU No. 11 tahun 1953 tentang pokok-pokok bank Indonesia, peraturan tersebut selanjutnya diperkuat dengan UU no. 13 tahun 1968 yaitu UU tentang Bank Sentral, dimana hal itu terdapat dalam  pasal 30 (a) dikatakan bahwa Bank Indonesia bertugas membina perbankan dengan jalan memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank.

Jika dihubungkan dengan bilyet giro, pasal ini dapat dipakai sebagai dasar hukum sepanjang untuk memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran yang diterprestasikan dengan usaha untuk menciptakan warkat dalam lalu lintas giral.

Atas alasan-alasan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul skripsi : PEMBERIAN SANKSI YANG DIBERIKAN PIHAK BANK TERHADAP PENERBIT BILYET GIRO (BG) YANG TIDAK ADA DANANYA.
2.  METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data
Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :
a. Yuridis Normatif
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Yuridis Sosiologis (Empiris)
Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :
1) Wawancara
Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.
2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang tanggung jawab penerbit bilyet giro tidak ada dananya .
Analisis Data
Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Tanggung Gugat Penerbit Bilyet Giro Tidak ada dananya
          Apabila penerbit mengajukan bilyet giro tidak ada dananya  kepada bank tersangkut (tertarik), bank ini wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi (tidak ada dananya ) dan penolakan tersebut harus disertai dengan surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penerbit yang bersangkutan. Bilyet giro ditolak karena alasan lain tetapi dananya tidak mencukupi (tidak ada dananya ) tetap ditolak sebagai bilyet giro tidak ada dananya . Bank wajib segera melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tembusan SKP tersebut kepada Bank Indonesia Cq Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral bagi Bank-bank di Tenggarong, atau Kantor Cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Tenggarong. Bilyet giro tidak ada dananya  itu beserta SKP tersebut dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penerbitannya. Tetapi sisa saldo penerbit itu tidak perlu dibekukan.
Perhitungan frekwensi oleh bank terhadap penerbitan bilyet giro tidak ada dananya  adalah sebagai berikut :

1. Satu lembar bilyet giro yang sama tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dihitung sebagai satu kali penarikan bilyet giro tidak ada dananya .

2. Nasabah dan ditolak pembayarannya oleh suatu bank pada hari yang sama dihitung sebagai satu kali penarikan bilyet giro tidak ada dananya .

3. Bilyet-bilyet giro yang ditarik satu nasabah dan ditolak pembayarannya oleh beberapa bank pada hari yang sama, maka frekwensi penarikan bilyet giro tidak ada dananya  dihitung sama dengan jumlah bank yang menolak penarikan bilyet giro tidak ada dananya  tersebut.

Perhitungan frekwensi oleh bank tertarik mempunyai batasan waktu, yaitu bank dilarang memperkenankan nasabahnya menggunakan bilyet giro sebagai alat penarikan dana pada bank jika nasabah yang bersangkutan menarik bilyet giro tidak ada dananya  3 kali dalam 6 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bank tertarik harus menutup rekening nasabah tersebut.



Apabila nasabah menggunakan atau melakukan penarikan bilyet giro tidak ada dananya  3 kali dalam waktu 6 bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan memberitahukan kepada bank-bank yang bersangkutan untuk menutup rekening nasabah yang melakukan penarikan bilyet giro tidak ada dananya  tersebut.



Dalam rangka penutupan rekening nasabah tersebut yang sudah diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang bersangkutan, bank tertarik mempunyai kebijaksanaan yang sifatnya meringankan bagi penarik bilyet giro tidak ada dananya , yaitu bank tertarik sebelum menutup rekening nasabah penarik bilyet giro tidak ada dananya , memberikan :
    1. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro tidak ada dananya  pertama, diberikan surat peringatan 1 (SP 1) yang memuat, pernyataan agar nasabah yang  bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro tidak ada dananya  lagi.

    2.  Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro tidak ada dananya  kedua diberikan surat peringatan 11 (SP 11) yang memuat  ancaman penutupan rekening dan pecatuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan 11 bagi nasabah yang menerbitkan bilyet giro tidak ada dananya  kedua pada bank lain,  dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

     3.  Untuk penerbitan bilyet giro tidak ada dananya  ketiga kalinya, kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup. Dalam surat pemberitahuan penutupan rekening dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.


Pada surat peringatan 1 dan surat peringatan 11, mempunyai sifat pemberitahuan kepada nasabah agar tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk menarik bilyet giro  tidak ada dananya  dalam waktu yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan. Pada surat pemberitahuan penutupan rekening merupakan sanksi yang diberikan oleh bank, karena penarik merupakan sanksi yang diberikan oleh bank, karena penarik bilyet giro tidak ada dananya  telah melakukan penarikan bilyet giro tidak ada dananya  yang ketiga kalinya. Nama-nama nasabah yang telah dikenakan penutupan rekening dalam surat pemberitahuan penutupan rekening, oleh bank dimasukkan dalam daftar hitam (black list).

b. Sanksi yang Dijatuhkan Pihak Bank Terhadap Pihak Penerbit   Bilyet Giro yang Tidak Ada Danannya

Untuk mengatasi para nasabah bank yang menggunakan kesempatan melakukan hal-hal yang bersifat negatif, dan atau untuk merugikan pihak ketiga dengan menggunakan jasa bilyet giro pada bank tertarik, maka pihak bank telah membuat persyaratan-persyaratan yang khusus kepada setiap nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening pada bank yang bersangkutan .

Dalam mempertimbangkan penerimaan nasabah baru hendaknya bank selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Kepada calon nasabah harus diminta data berupa

         a. Tanda bukti diri yang berupa kartu Tanda Penduduk, paspor. Surat Ijin Mengemudi, dan juga surat-surat lain yang bisa mendukung identitas calon nasabah, tanda tangan calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam kartu tanda bukti diri tersebut.

         b. Akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang  bentuk hukumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan atau Undang-undang Pemerintah yang lainnya. Disamping yang tersebut diatas, bilamana diperlukan oleh bank yang bersangkutan dapat pula meminta referensi tertulis dari pihak ketiga.
2. Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku pada bank-bank di lingkungan Bank Indonesia setempat. Jika masih tercantum dalam daftar hitam, maka calon nasabah tersebut oleh bank yang bersangkutan akan ditolak untuk menjadi nasabah baru pada bank tersebut.
3. Selanjutnya  apabila syarat-syarat tersebut di atas sudah dipenuhi oleh calon nasabah, maka nama yang bersangkutan termasuk nama aliasnya dan alamat lengkap (termasuk No.RT./RW/Kelurahan) harus dicatat. Untuk mengetahui kebenaran calon-calon nasabah tersebut, sebaiknya dilakukan pengecekan oleh bank yang bersangkutan dimana harus sesuai dengan identitas yang tertulis dari calon nasabah tersebut.
4. Kepada calon nasabah yang bersangkutan harus diminta untuk menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening yang antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut :

         a. Apabila buku formulir bilyet giro nasabah yang bersangkutan ditarik kepada bank tertarik, dan diajukan kepada bank tertarik yang ternyata dananya tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut ditolak oleh bank tertarik dan dinyatakan bahwa bilyet giro tersebut bilyet giro tidak ada dananya .

         b. Penarikan bilyet giro oleh nasabah yang bersangkutan atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank tertarik diperlakukan juga sebagai bilyet giro tidak ada dananya .

         c. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bank tertarik yakni 6 bulan, nasabah yang bersangkutan masih menarik bilyet giro tidak ada dananya  tiga kali, termasuk penarikan bilyet giro tidak ada dananya  pada bank yang lain di lingkungan Bank Indonesia setempat, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank dan akan diumumkan dalam daftar hitam penarik bilyet giro oleh bilyet giro tidak ada dananya  oleh Bank Indonesia.

         d. Jika nama nasabah sudah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka rekening akan ditutup pula. 

         e. Apabila terhadap nasabah yang ditutup rekeningnya, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku formulir bilyet giro.

f. Setelah rekeningnya ditutup, maka nasabah tidak diperkenankan menarik dana yang ada pada bank dengan bilyet giro.
5. Copy perjanjian pembukaan rekening koran yang antara lain memuat hal tersebut di atas harus diberikan kepada  nasabah yang bersangkutan.
 6.  Dalam menyediakan buku formulir bilyet giro kepada nasabah yang bersangkutan, hendaknya diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Sekiranya hal tersebut belum diketahui, hendaknya diberikan buku formulir bilyet giro yang lembarnya minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan penyalah gunaan formulir tersebut oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik atau diambil kesimpulan, antara lain sebagai berikut : 

1. Pada umumnya bilyet giro digunakan oleh kalangan bisnis atau para pengusaha, karena lalu lintas pembayaran giral tersebut praktis dan efisien juga lebih aman, karena pada bilyet giro menggunakan cara pemindahbukuan dari rekening penerbit kepada rekening penerima bilyet giro. Sehingga penerbitan bilyet giro ini membawa  serta kewajiban bagi penerbit untuk menyediakan dana dalam bentuk rekening giro.

Penerbit mempunyai kewajiban untuk memenuhi dana sedikit-sedikitnya sama dengan perikatan dasarnya. Apabila penerbit ternyata tidak mempunyai dana di bank maka bank akan menolak bilyet giro.
2.  Sanksi-sanksi terhadap penerbit bilyet giro tidak ada dananya  antara lain :
  a.Untuk pelanggaran pertama penerbitan bilyet giro tidak ada dananya       diberikan surat peringatan pertama, agar supaya yang bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro tidak ada dananya  lagi.

  b. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro tidak ada dananya  yang kedua diberikan surat peringatan kedua dengan ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam.

  c.  Untuk pelanggaran peneribitan bilyet giro tidak ada dananya  yang ketiga kalinya, kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening gironya ditutup.

Adapun Upaya yang ditempuh oleh bank bagi penebit bilyet giro tidak ada dananya  :


a. Membina nasabah.


b. Menolak bilyet giro yang dananya tidak cukup.

      c. Dengan mengadakan clearing, hal ini untuk menghindari  adanya ketidak ada dananya an dana di bank.
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